
MOTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA INDUSTRI 

PERTAHANAN DENGAN TIONGKOK (TAHUN 2011-2021) 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan 

Internasional 

 

Disusun Oleh: 

Ruth Sonia Octasha Br. Pangaribuan 

07041281823110 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

 

2023



LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI  



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI 



PERNYATAAN ORISINALITAS 

  



ABSTRAK  



ABSTRACT 



KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

MOTIF INDONESIA 

DALAM KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN DENGAN 

TIONGKOK (TAHUN 2011-2021) lis dalam memenuhi sebagian 

persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada 

seluruh pihak yang senantiasa telah membantu, memberikan semangat, motivasi, 

saran serta kritik dari awal proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Orang yang teramat penulis sayangi dan hormati, yang itu orang tua penulis 

atas segala motivasinya, telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis 

disaat susah maupun senang, telah mengajarkan banyak hal yang mungkin 

belum tentu penulis dapatkan dimana pun, yang selalu menjaga penulis dari 

kecil hingga dewasa serta selalu mengingatkan penulis akan hal-hal baik 

yang harus diterapkan selama penulis hidup.  

2. Adik kesayangan penulis satu-satunya yaitu Raja Sondika Farel, yang 

menjadi teman penulis dimana pun dan kapan pun. 

3. Opung, penulis persembahkan skripsi ini untuk Opung yang selama ini 

sudah banyak memberikan petuah bermakna untuk penulis, serta pesan yang 

tentunya penulis akan selalu ingat sampai kapan pun.  



5. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, 

IPU., ASEAN. Eng. beserta seluruh jajaran staf; 

6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak 

Prof. Dr. Alfitri, M.Si beserta seluruh jajaran staf; 

7. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Bapak 

Sofyan Effendi, S.IP., M.Sc; 

8. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM., dan Bapak Gunawan Lestari Elake,, S.IP., 

MA., selaku dosen pembimbing penulis, yang selalu meluangkan waktu 

bagi penulis ditengah kesibukan beliau dalam mengajar dan juga penelitian, 

saran maupun masukkan beliau berikan kepada penulis, serta pastinya 

bimbingan ataupun dorongan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi 

orang yang lebih baik lagi kedepannya. 

9. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S,.IP., MA dan bapak Ramdan Lamato, 

S.Pd., M.Si., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan banyak 

saran maupun masukan bermanfaat bagi penulis hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.  

10. Seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah 

mengajarkan banyak hal tidak hanya ilmu yang bermanfaat dibagikan tetapi 

juga pandangan akan hidup kedepannya dan pastinya seluruh staf 

administrasi jurusan yang telah banyak membantu dari awal semester 1 

hingga sekarang pemberkasan akan  yudisium.  

11. Seluruh atasan serta jajaran staff  Kementerian Pertahanan khususnya 

Direktorat Potensi Pertahanan yang telah menerima dan membantu penulis 



dalam penyelesaian pelaksanaan KKHI hingga pembuatan laporan magang 

KKHI.  

12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha 

keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai 

tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit 

apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan 

semaksimal mungkin. 

 

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat 

bagi pengembangan ilmu.  

 

       

 

 

 

Palembang, 1 Agustus 2023 

 

       Ruth Sonia Octasha Pangaribuan 

           NIM. 07041281823110   



DAFTAR ISI 

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Objektif

1.3.2. Tujuan Subjektif

1.4. Manfaat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.2. Landasan Teori/Konsep

2.2.1. Konsep Techno-nationalist Impulse

2.3. Kerangka Pemikiran

2.4. Argumen Utama

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

3.2. Definisi Konsep

3.2.1. Kerjasama Pertahanan

3.2.2. Techno-nationalit Impulse

3.3. Fokus Penelitian

3.4. Unit Analisis

3.5. Jenis dan Sumber Data



3.5.1. Jenis Data

3.5.2. Sumber Data

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.7. Teknik Keabsahan Data

3.8. Teknik Analisa Data

3.8.1. Reduksi Data

3.8.2. Verifikasi / Pengambilan Kesimpulan

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Industri Pertahanan

4.1.1. Kondisi Industri Pertahanan Indonesia

4.1.2. Kondisi Industri Pertahanan Tiongkok

4.2. Hubungan Diplomasi Indonesia  Tiongkok dalam Bidang Pertahanan

4.2.1. Kerjasama Aktivitas Pertahanan Indonesia-Tiongkok

4.2.2. Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Tiongkok

BAB V  PEMBAHASAN

5.1. Pursuit of Power

5.1.1. Pengadaan Logistik Alutsista

5.1.2. Transfer Teknologi

5.2. Pursuit of Wealth

5.2.1. Keuntungan Ekonomi

5.2.2. Industrialisasi

5.3. Pursuit of Prestige

5.3.1. Keunggulan Teknologi

5.3.2. Kemandirian Industri Pertahanan

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2. Saran

6.2.1. Saran Teoritis

6.2.2. Saran Praktis

DAFTAR PUSTAKA

 
  



DAFTAR TABEL 
 

 

Tabel 4.1 Tiongkok Military expenditure as 45 

Tabel 5.1 Penerimaan Pengadaan Logistik Alutsista oleh Indonesia melalui Kerja 

Sama Industri Pertahanan dengan Tiongkok . 67 

Tabel 5.2 Perbandingan harga Rudal TNI AL untuk Tahun 2010- 73 

 

 



DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar 5.1 Gambar QW- 60 

Gambar 5.2 Gambar Rudal C-705 .  65 

 

 



DAFTAR SINGKATAN 
 

AD: Angkatan Darat 

AL: Angkatan Laut 

APEC: Asia Pacific Economic Cooperation 

AS: Amerika Serikat 

DICM:  Defence Industry Cooperation Meeting 

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat 

DTIB: Defence Technology Industrial Base 

GDP: Gross Domestic Product 

IPTEK: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

KCR: Kapal Cepat Rudal 

KFX: 

KKIP: Komite Kebijakan Industri Pertahanan 

KRI: Kapal Republik Indonesia 

LAPAN: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 

MBT: Main Battle Tank 

MoU: Memorandum of Understanding 

NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia  

NPC: National Paralympic Committee 

PDB: Produk Domestik Bruto 

PLA:  

PLAAF: -Force 

RI: Republik Indonesia 

RSIS: Reference, Special, and Information Section 

SASTIND: State Administration for Science, Technology and Industry for 
National Defence 

SSP: Syarat  syarat Tipe 

SST: Syarat  syarat Penerimaan  

TNI: Tentara Nasional Indonesia 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

Pertahanan Negara diartikan sebagai upaya perwujudan salah satu tujuan 

nasional negara, yang secara garis besar didalamnya meliputi penegakan 

kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI beserta 

keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer ataupun ancaman bersenjata. 

Adapun dalam perwujudannya, upaya pertahanan negara diselenggarakan 

melalui pembangunan kekuatan militer nasional yaitu TNI. Sebagai instrumen 

pelaksana sistem pertahanan nasional, TNI memerlukan ketersediaan sarana 

dan prasarana yang memadai, dimana hal-hal tersebut bisa meliputi fasilitas 

pendidikan, fasilitas pelatihan, alat instruksi, dan sebagainya. Dalam hal 

terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sistem pertahanan dalam negeri, 

TNI masih mengalami banyak hambatan.  

Terkait masalah-masalah dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dalam 

negeri, salah satu langkah Indonesia untuk mendukung upaya penegakan 

pertahanan adalah dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain, 

khususnya bidang Industri Pertahanan. Kerja sama pertahanan antar negara 

sebenarnya merupakan situasi yang tidak bisa dihindari, karena ketidak tentuan 

lingkungan strategis serta terdapatnya kesamaan kepentingan strategis telah 

mengharuskan negara-negara dalam lingkungan internasional untuk saling 



berkompromi dan berdiplomasi guna mencapai kepentingan ataupun 

menanggulangi masalah-masalah di wilayahnya masing-masing.  

Seiring dengan fenomena globalisasi industri pertahanan, dan adanya 

masalah serta kepentingan strategis dalam negeri, kerja sama dalam bidang industri 

pertahanan dengan negara lain tentu harus diterapkan oleh Indonesia demi 

mencapai sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Khususnya jika bicara dalam 

konteks global, salah satu ancaman paling besar terhadap kedaulatan suatu negara 

adalah perkembangan teknologi. Inilah mengapa teknologi pertahanan sering 

dilihat sebagai kemampuan suatu negara untuk merespon tuntutan maupun 

ancaman yang datang. Dalam hal mewujudkan sistem pertahanan yang kuat dan 

mandiri, Indonesia pun memilih Tiongkok sebagai salah satu mitra dalam 

membangun kekuatan militer dan pertahanannya. Selain itu, kerja sama pertahanan 

dengan Tiongkok juga diharapkan bisa menjadi pilihan strategis dalam melanjutkan 

hubungan bilateral kedua negara.  

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok sebenarnya sudah 

terbangun sejak tahun 1950 menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia 

Tenggara pertama yang menjalin hubungan bilateral dengan Tiongkok. Puncak 

hubungan diplomatik antara Indonesia  Tiongkok terjadi ketika kedua negara 

masing-masing sepakat untuk menandatangani Strategic Partnership atau 

Deklarasi Kemitraan Strategis pada 25 April 2005. Sejalan dengan disepakatinya 

Deklarasi Kemitraan Strategis, hubungan bilateral Indonesia  Tiongkok dalam 

bidang pertahanan juga semakin diperkuat. Selain itu peningkatan hubungan 

bilateral khususnya di bidang pertahanan dengan Tiongkok juga searah dengan 

upaya negara dalam peningkatan kemampuan pertahanan dalam negeri. Sedangkan 



kerja sama yang secara khusus terkait Industri Pertahanan antara Indonesia dan 

Tiongkok dijalin tepatnya pada tahun 2011, yang ditandai dengan penandatanganan 

MoU Kerja sama Industri Pertahanan di Jakarta. Naskah perjanjian ditandatangani 

oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kepala Bagian Industri Pertahanan dan 

Teknologi Tiongkok (SASTIND) Chen Qiufa. Adapun pertemuan terkait kerja 

sama industri pertahanan dilakukan dalam tajuk Defence Industri Cooperation 

Meeting (DICM) (Kementerian Pertahanan, 2011).  

Adapun pemilihan Tiongkok sebagai mitra kerjasama pertahanan 

Indonesia, khususnya kerjasama industri pertahanan pada tahun 2011, tidak 

luput dari pertimbangan strategis guna memenuhi kepentingan Indonesia dalam 

menghadapi masalah dan hambatan terkait penyelenggaraan sistem pertahanan 

dalam negeri pada saat itu. Salah satu masalah utama dalam perkembangan 

potensi pertahanan yang dihadapi oleh TNI Indonesia adalah kemampuan alat 

utama sistem persenjataan (alutsista) yang bisa dibilang masih sangat terbatas 

dan tertinggal dari perkembangan teknologi. Selain kondisinya yang tidak 

memadai, jumlah alutsista yang tersedia juga masih terbilang rendah dan tidak 

mencukupi. Sampai pada tahun 2015, Kementerian Pertahanan Indonesia 

menyatakan bahwa kemampuan industri pertahan nasional belum mampu untuk 

memenuhi kebutuhan alutsista dan alpahankam dalam negeri. Dimana hal 

tersebut memunculkan ketergantungan pemenuhan dari luar negeri yang masih 

sangat dominan. Hal ini berarti sebagian besar pemenuhan kebutuhan 

alpahankam nasional, masih didukung dari luar negeri (Kementerian 

Pertahanan, 2015). 



Mulai dari TNI-AU yang mengalami permasalahan terkait penerapan 

berbagai macam teknologi canggih (misalnya seperti kemampuan stealth dan 

penggunaan UAV) oleh angkatan bersenjata negara lain, yang dengan mudah akan 

dapat masuk dan melanggar kedaulatan wilayah territorial Indonesia. Selain itu, 

efek penggentar TNI-AU yang tercermin dari pesawat latih, pesawat heli, pesawat 

angkut, pesawat tempur, dan radar, juga mengalami kondisi tingkat kesiapan 

terbang (bukan kesiapan tempur) yang rendah, hanya 38,15 - 75 persen. Jumlah 

pesawat yang kadaluwarsa juga mencapai rata-rata 59,01 persen keseluruhannya 

(Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).  

Kondisi TNI-AL juga mengalami hal serupa. Alutsista yang digunakan oleh 

TNI-AL masih berupa kapal-kapal perang produksi lama (eks Jerman Timur dan 

Belanda). Dan bahkan untuk sebuah negara maritim yang luas, TNI-AL Indonesia 

hanya punya dua unit kapal selam yang belum bisa dibilang memadai dalam 

penyelenggarah pertahanan wilayah laut Indonesia. Efek penggentar TNI-AL yang 

tercermin dari Kapal Republik Indonesia (KRI), kendaraan tempur marinir, dan 

pesawat patroli, selain jumlahnya yang terbatas, usia pakainya juga sudah relatif tua 

dengan kesiapan antara 33 65 persen. Sedangkan kondisi alutsista TNI-AD saat ini 

pada umumnya merupakan pengadaan lama yang dibuat antara tahun 1940-1986. 

Sebagian besar alutsista-alutsista ini suku cadangnya sudah tidak tersedia, bahkan 

pabrik pembuatnya sudah tidak memproduksi lagi (Subekti, 2012). Dukungan 

operasional TNI-AD juga masih menggunakan Tank Scopion yang termasuk 

golongan Light Tank (tank ringan), padahal TNI-AD membutuhkan Main Battle 

Tank (MBT), pesawat counter insurgency, dan helikopter serbu (Rachmat, 2016).  



Diperlukan teknologi pertahanan yang kuat bagi suatu negara dalam 

mempertahankan sistem pertahanan dan keamanannya. Karena teknologi 

pertahanan yang kuat bersumber dari industri pertahanan dalam negerinya, 

maka industri pertahanan bisa dibilang merupakan kunci dalam 

penyelenggaraan keamanan dan pertahanan bangsa. Salah satu hambatan utama 

dalam sistem pertahanan nasional dalam negeri adalah lemahnya 

perkembangan teknologi yang kemudian menghambat perkembangan industri 

pertahanan dalam negeri. Mayjen TNI (Purn) Poerwadi, menyatakan bahwa 

dalam upaya memenuhi kebutuhan teknologi modern pertahanan negara, TNI 

menghadapi beberapa hambatan yang utama diantaranya dari segi penelitian 

dan pengembangan (litbang), dan juga pengadaan.  

Kebijakan negara terkait dengan pengembangan industri pertahanannya 

adalah komitmen untuk pengembangan penelitian dan pengembangan. UU No. 

16/2012 tentang Industri Pertahanan menyatakan 5 % dari keuntungan bersih 

industri pertahanan dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan 

(Litbang). Maka, bila mengacu pada standarisasi anggaran Litbang, negara 

sesedikitnya menganggarkan 2 % dari PDB, yang apabila dibandingkan dengan 

anggaran pertahanan Indonesia bahkan masih belum mencapai angka 1 % dari 

PDB, tepatnya 0,9 % dari PDB (Muradi, 2015). Catatan data dari World Bank 

untuk tahun 2011 juga menyatakan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan 

0,07% PDB untuk anggaran pertahanan dalam negeri (World Bank, 2011) . 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses menuju kemandirian industri 

pertahanan dengan SDM yang mumpuni belum berangkat dari tekat yang cukup 



kuat. Minimnya anggaran untuk Litbang pun kemudian berdampak pada akses 

SDM industri pertahanan yang relatif terbatas.  

Mulai dari pengalaman PT. Dirgantara Indonesia, yang merupakan 

salah satu catatan serius, dimana manajemen pernah merumahkan ribuan 

pegawainya merupakan cerminan dari ketidak-sehatan pengelolaan industri 

pertahanan din Indonesia. Eksodus para eks pegawai PT. DI kesejumlah 

industri pertahanan di Malaysia, Eropa dan Amerika Serikat mengindikasikan 

bahwa SDM industri pertahanan membutuhkan keberlangsungan 

pengembangan diri dan kesejahteraan yang memadai, agar SDM yang tersedia 

dapat bekerja dengan efektif (Muradi, 2015). Kemudian terkait masalah 

kualitas SDM, PT DI juga tidak selalu memperoleh proyek maintenance yang 

sama sehingga kemampuan SDM tidak berkembang dengan baik dari waktu ke 

waktu (Haryono, Swastanto, Siswo, Suhirwan, & Jupriyanto, 2022). 

Keterbatasan SDM inilah yang kemudian tentunya juga akan mempengaruhi 

keberhasilan kerja litbang, yang mana untuk meningkatkan fungsi kerja litbang 

perlu memiliki ahli dan pakar teknologi yang berkualitas (Indrawan & 

Widyanto, 2016).  

Selain PT DI, PT Pindad juga mengalami permasalahan SDM yaitu 

masalah gap generasi. Sebelum krisis moneter 1998, PT Pindad telah banyak 

melakukan rekrutmen sehingga saat ini postur SDM sudah banyak yang 

memasuki masa akhir dan memerlukan regenerasi SDM. Sedangkan rekrutmen 

generasi milenial terhambat oleh belum terpenuhinya aspek man-hours 

perusahaan. Kualitas SDM dalam mengembangkan teknologi yang dimiliki 

juga sebagian besar berlatar belakang pendidikan setingkat SLTA. Dimana hal 



tersebut merupakan tantangan bagi industri pertahanan agar bisa 

mengembangkan kemampuan SDM yang dimiliki terkait dilakukannya 

inovasi-inovasi dan penyerapan hasil Transfer of Technology (ToT) yang lebih 

maksimal (Haryono, Swastanto, Siswo, Suhirwan, & Jupriyanto, 2022).  

Pada dasarnya, faktor utama dalam mencapai sistem pertahanan dan 

keamanan negara yang kuat adalah besarnya peranan perkembangan teknologi, dan 

kedua hal tersebut masih terbatas dan belum memadai di Indonesia. Karena dalam 

mencapai standart teknologi tertentu, sebuah negara juga harus memiliki industri 

pertahanan yang mendukung. Perkembangan teknologi pertahanan suatu negara 

akan sangat ditentukan oleh industri pertahanannya. Sebagai ujung tombak dalam 

upaya penegakan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, Industri Pertahanan 

diperlukan untuk menyediakan kebutuhan alutsista baik dalam konteks kualitas 

maupun kuantitas. Ada beberapa masalah yang biasanya didapati banyak negara 

dalam industri pertahanannya; Pertama, yakni masalah pengembangan teknologi 

pertahanan yang akan sangat ditentukan oleh dua skema yaitu skema perkembangan 

industri pertahanan dan pemaksimalan penelitian, serta pengadaan alutsista. 

Masalah kedua adalah masalah pendanaan. Masalah ketiga adalah masalah 

perkembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Industri Pertahanan-nya 

(Muradi, 2015). Jika diperhatikan, ketiga masalah diatas sebenarnya berkaitan satu 

sama lain dengan upaya pengembangan industri pertahanan dalam negeri. 

Maka dari itu, berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, yang 

dihadapi Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pertahanannya, dipilihlah 

Tiongkok sebagai salah satu mitra kerjasama industri pertahanan pada tahun 2011 

dalam upaya pengembangan industri pertahanan di Indonesia. Terlepas dari 



masalah-masalah diatas, pemilihan Tiongkok sebagai mitra juga tidak lepas dari 

faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan strategis Indonesia terkait kebijakan 

kerjasama industri pertahanan dengan Tiongkok.  

Kondisi ekonomi dan militer dalam negeri merupakan salah satu 

pertimbangan utama dalam hal pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan. 

Penelitian tahun 2011, menyebutkan bahwa perkembangan kemampuan militer 

Tiongkok mengalami peningkatan pesat karena ditunjang oleh peningkatan 

ekonominya. Kapabilitas militer Tiongkok juga sudah mulai mengeksploitasi 

kemampuan inovasi dengan cara penggunaan bahan-bahan dan alat-alat yang 

canggih. Setiap tahunnya, Tiongkok mengalokasikan kurang lebih lima persen dari 

anggaran pertahanannya untuk program persenjataan strategis (Erwisyah, 2011). 

Kekuatan militer Indonesia ada diperingkat ke-17 sedangkan Tiongkok diperingkat 

ke-3 tepat setelah Amerika dan Rusia. Fakta ini menjadikan Tiongkok sebagai 

negara Asia dengan kekuatan militer terbesar. Melakukan kerja sama pertahanan 

dengan Tiongkok tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi sistem 

pertahanan Indonesia. Kerja sama ini juga diprediksi bisa memberikan pengaruh 

dan keuntungan terkait kekuatan militer, pertumbuhan ekonomi, serta citra/status 

Indonesia dalam tatanan internasional.  

Mulai dari aspek kekuatan militer, Indonesia menerima keuntungan berupa 

peningkatan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman, maupun profesionalitas 

prajurit negara dalam hal menunjang penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

keamanan yang kuat. Dalam artikel Yanyan Mochamad Yani tahun 2010, 

pemilihan Tiongkok sebagai mitra kerja sama Industri Pertahanan telah melewati 

kalkulasi kondisi lingkungan strategis. Salah satunya terkait embargo militer yang 



pernah diterapkan AS di Indonesia sampai pada tahun 2005, yang mengakibatkan 

kapabilitas alutsista dalam negeri menurun pada masa itu. Sehingga Indonesia perlu 

untuk meningkatkan intensitas kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain 

agar dapat terlepas dari pola ketergantungan dengan AS.  

Maka sejak awal era reformasi Indonesia sudah mulai melakukan 

pemenuhan kebutuhan vital peralatan militer melalui negara lain, salah satunya 

Tiongkok. Apalagi Tiongkok bisa menawarkan penyelesaian masalah yang 

dihadapi Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan alutsista dan teknologi militer 

lainnya (Yani, 2010). Adapun pemenuhan kebutuhan alutsista dalam negeri salah 

satunya dilakukan dengan kerja sama industri pertahanan melalui mekanisme 

transfer teknologi. Dimana kedua negara akan sepakat untuk melakukan produksi 

dan pengembangan bersama terkait alat-alat militer tertentu. Melalui kerja sama 

industri pertahanan ini, terdapat kepentingan Indonesia untuk memperkuat postur 

pertahanannya melalui modernisasi teknologi dan kekuatan milter. Sehingga 

modernisasi kekuatan militer bisa mewujudkan industri pertahanan yang mandiri.  

Selain itu, aspek ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan dalam kerja sama industri pertahanan dengan Tiongkok. Friedrich 

Engels, menguraikan bahwa teknologi persenjataan modern, diatas segalanya, 

melambangkan kemajuan ekonomi. Yang kemudian didukung oleh pernyataan 

Joseph Schumpeter, yang menyebut bahwa teknologi merupakan komponen sentral 

dari daya saing ekonomi, yang bisa dilihat pada budaya dan praktik ekonomi 

Jepang, dimana pertumbuhan ekonomi Jepang merupakan buah dari pengelolaan 

yang tepat akan industri pertahanan dalam negerinya (Samuels, 1994, p. 16). Oleh 



karena itu, pengembangan industri militer juga dilakukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.  

Hal tersebut dimungkinkan karena berdampak positif pada sektor industri 

lainnya. Proses industrialisasi dapat mendorong perluasan dan modernisasi sektor 

lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, seperti baja, 

peralatan mesin, dan perkapalan. Tapi tidak lupa, pendanaan dan sumber daya juga 

dibutuhkan oleh negara-negara untuk membangun industri pertahanan nasional 

mereka.  

Oleh karena itu, tidak semua negara mampu mengelola industri pertahanan 

nasionalnya secara mandiri, banyak negara yang lebih memilih membeli 

perlengkapan dan peralatan militer yang mereka butuhkan dari negara lain, dan 

beberapa lainnya menjalin kemitraan dengan negara maju untuk memberikan 

bantuan pembiayaan untuk pengadaan peralatan militer. Fokusnya terletak pada 

tujuan nasional dengan mengakses teknologi asing dan menguasai teknologi (Aini 

& Triantama, 2021). Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memilih untuk menjalin kerja sama dengan negara lain dalam upaya pengembangan 

kemampuan industri pertahanannya. Sedikitnya, bisa tercapai dua aspek ekonomi 

yang terbantu oleh keberadaan industri pertahanan yang kuat, diantaranya; aspek 

tenaga kerja dan neraca perdagangan (Lubabah 2018).  

Disamping itu, kebijakan Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagi mitra, 

apabila dilihat dari perspektif ekonomi, salah satunya adalah karena bahan-bahan 

yang diperoleh dari Tiongkok lebih mudah didapatkan, juga didapat dengan harga 

yang lebih murah dibanding dengan negara-negara produsen senjata barat yang lain 



seperti: Rusia dan Amerika (Wulandari, 2015, p. 201). Berdasarkan data laporan 

European Union Institute for Security Studies Reports, pasar senjata utama 

Tiongkok ada di Asia dan Timur Tengah, dan sekitar tiga perempat ekspor 

senjatanya dikirim ke negara-negara di kawasan ini. Sehingga banyak kesepakatan 

senjata Tiongkok telah dilakukan dengan 'harga persahabatan', yaitu menjual 

senjata dengan harga diskon. Perjanjian semacam itu telah dibuat baik untuk tujuan 

politik, yaitu memperkuat aliansi atau mempromosikan hubungan baik (Bitzinger 

& Popescu, Defence Industries in Russia and China: players and strategies, 2017). 

Senjata Tiongkok sering digambarkan kokoh, mudah dioperasikan, dirawat, dan 

cukup andal. Mengingat harganya yang terjangkau sehingga banyak negara dunia 

ketiga yang cocok dengan senjata yang dijual Tiongkok. 

Selain itu perlu dicatat bahwa sejak lama, sebagian besar pelanggan utama 

Tiongkok ditekan untuk devisa, sehingga harga rendah dari senjata yang ditawarkan 

Tiongkok menjadi nilai jual yang menarik. Tidak diragukan lagi, penghematan bisa 

sangat besar. Menurut salah satu sumber, biaya tahun 1992 di pasar terbuka pesawat 

tempur MiG-29 Rusia adalah sekitar $25 juta, sedangkan F-7M Tiongkok adalah 

$2,5-$4,5 juta (Eikenberry, 1995). Bisa dikatakan, pengurangan dalam biaya 

anggaran inilah yang merupakan salah satu keuntungan ekonomi yang 

dipertimbangankan Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagai mitra.  

Terlepas dari hal-hal diatas, kekuatan strategis yang dimiliki oleh suatu 

negara untuk menghadapi ancaman dan melakukan deterrence terhadap musuh 

memang bersifat esensial. Memiliki atau berusaha untuk memiliki industri 

persenjataan dalam negeri yang kuat, yang mampu merancang, mengembangkan, 

dan memproduksi sistem senjata modern, dipandang oleh banyak negara sebagai 



elemen penting. Karena kemampuan kepemilikan peralatan militer yang mumpuni 

akan membuat negara lebih leluasa dalam membuat keputusan strategis di bidang 

pertahanan. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi senjata/peralatan militer 

juga mempengaruhi citra/statusnya di tingkat internasional. Karena sebuah negara 

yang memiliki angkatan bersenjata yang kuat, masih dapat dianggap tidak cukup 

kredibel jika memiliki ketergantungan pada negara lain untuk pasokan senjatanya.  

Searah dengan hal tersebut, melalui kerja sama dengan Tiongkok, upaya 

kemandirian industri pertahanan akan terus digerakkan, melalui produksi dan 

pengembangan teknologi pertahanan yang unggul dan sejajar dengan 

perkembangan teknologi global. Pengembangan teknologi unggul dan kemandirian 

industri ini yang nanti kemudian diharapkan akan memberikan pengaruh positif 

akan citra/status Indonesia dalam konstelasi internasional. 

Ketiga aspek diatas, mulai dari kekuatan militer, keuntungan ekonomi, 

sampai pencapaian citra/status, merupakan aspek-aspek yang menjadi motif 

Indonesia terkait kerja sama industri pertahanan yang dilakukan dengan Tiongkok. 

Hal ini searah dengan pernyataan Richard Bitzinger tentang konsep 

technonationalist impulse, dimana keputusan negara untuk melakukan 

pengambangan industri pertahanan nasional upaya akan peng-akumulasian power 

(pursuit of power), kekayaan (pursuit of wealth) serta meningkatkan prestige dari 

suatu negara (pursuit of prestige) (Bitzinger R. A., 2015). 

Maka dari itu, kesepakatan kerja sama industri pertahanan antara Tiongkok 

dan Indonesia pun terus ditingkatkan dan dibahas dalam pertemuan Defence 

Indusrty Cooperation Meeting (DCIM) di Jakarta, diselenggarakan oleh 



Kementerian Pertahanan Indonesia dengan State Administration for Science, 

Technology and Industri China (SASTIND) (Saragih, 2013).  Dengan terjalinnya 

kerja sama militer ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan kekuatan 

pertahanan serta keamanan nasional.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang 

berjudul Motif Indonesia dalam Kerja Sama Industri Pertahanan dengan 

Tiongkok (Tahun 2011-2021)

kebijakan Indonesia dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan Tiongkok 

sebagai mitra.     

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Apa saja motif Indonesia dalam kerja sama Industri 

Pertahanan dengan Tiongkok pada tahun 2011-2021? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Objektif 

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja sama 

antara Indonesia dengan Tiongkok khususnya dalam bidang Industri Pertahanan. 

Selain itu, dalam penerapan yang lebih spesifik, penelitian ini dibuat untuk 

mengidentifikasi apa saja motif Indonesia dalam kerja sama Industri Pertahanan 

dengan Tiongkok terkait Peningkatan Sistem Pertahanan Indonesia.  



1.3.2. Tujuan Subjektif 

1. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar 

sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional. 

2. Tulisan ini dibuat sebagai sarana penulis untuk menuangkan wawasan 

sekaligus mengembangkan penerapan kajian ilmu hubungan internasional 

yang telah penulis dapatkan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam studi kajian 

Hubungan Internasional. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan bisa memberi 

manfaat bagi penulis pembaca maupun penulis sendiri, ataupun pihak-pihak lain 

yang terkait dalam tulisan ini. Adapun secara menyeluruh, manfaat dari penulisan 

penelitian atau skripsi terbagi menjadi dua; manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi kajian ilmu 

hubungan internasional di tanah air, khususnya yang berkaitan dengan isu produksi 

dan perkembangan alutsista ataupun sistem pertahanan negara secara menyeluruh, 

mengingat hal tersebut merupakan komponen penting bagi keamanan dan 

kepentingan nasional.  

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa 

saja hambatan terkait penyelenggaraan sistem pertahanan Indonesia pada tahun 

2011-2021. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja 

motif-motif yang mempengaruhi Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagai mitra 



kerjasama Industri Pertahanan pada tahun 2011-2021 guna mengatasi masalah-

masalah dalam sistem pertahanan dalam negeri pada saat itu.  
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